ABSTRAK

Skripsi dengan judul; “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Penyelenggaraan Reklame Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Di
Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Silva Tria Candaningsih, NIM.
1860103222146, dengan pembimbing Bapak Prof. Dr. Hj. Ahmad Muhtadi Anshor.
M.Ag.

Kata Kunci: Figih Siyasah, Implementasi, Peraturan Bupati, Reklame.

Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  semakin  meningkatnya
penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung yang memerlukan perizinan,
peraturan, pengawasan, serta penertiban yang efektif guna menjaga ketertiban
umum, estetika lingkungan, dan kepatuhan hukum. Peraturan Bupati Kabupaten
Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen hukum untuk mengatur
penyelenggaraan reklame, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai
permasalahan dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji
implementasi peraturan tersebut serta meninjaunya dalam perspektif figh siyasah.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati
Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame?
2) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1
tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam perspektif figh siyasah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, dengan melibatkan pihak terkait seperti aparat pemerintah seperti
DPMPTSP, Satpol PP dan pelaku usaha reklame.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi peraturan bupati
dalam penyelenggaraan reklame telah berjalan namun belum optimal, terutama
dalam aspek perizinan, pengawasan, penertiban, dan pembinaan. Masih ditemukan
pelanggaran seperti reklame tanpa izin, ketidaksesuaian lokasi. Selain itu, tingkat
kesadaran hukum pelaku usaha reklame masih tergolong rendah, sehingga
berdampak pada kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; 2) Dalam
perspektif figh siyasah, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan
(‘adl), dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana pemerintah
sebagai ulil amri seharusnya mampu menegakkan aturan secara tegas dan
memberikan pembinaan yang berkelanjutan kepada masyarakat.
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ABSTRACT

This thesis, entitled "Implementation of Regent Regulation Number 1 of 2024
Concerning Advertising Implementation from a Figh Siyasah Perspective (Case
Study in Tulungagung Regency),” was written by Silva Tria Candaningsih, NIM.
1860103222146, with the supervisor being Prof. Dr. Hj. Ahmad Muhtadi Anshor,
M.Ag.

Keywords: Figh Siyasah, Implementation, Regent Regulation, Advertising.

This research is motivated by the increasing number of advertising
operations in Tulungagung Regency, which require effective licensing, regulation,
supervision, and enforcement to maintain public order, environmental aesthetics,
and legal compliance. Tulungagung Regency Regent Regulation Number 1 of 2024
serves as a legal instrument to regulate advertising operations, but in practice,
various problems remain in its implementation. Therefore, this research examines
the implementation of this regulation and examines it from a figh siyasah
perspective.

The focus of this research is: 1) How is Tulungagung Regency Regent
Regulation Number 1 of 2024 concerning Advertising Operations implemented? 2)
How is Tulungagung Regency Regent Regulation Number 1 of 2024 concerning
Advertising Operations implemented from a figh siyasah perspective?

This research uses a qualitative method with an empirical juridical
approach. Data collection techniques were conducted through interviews,
observation, and documentation, involving relevant parties such as government
officials, the Public Order Agency (DPMPTSP), the Public Order Agency (Satpol
PP), and advertising business operators.

The results of this study indicate that: 1) The implementation of the Regent's
regulations on advertising has been ongoing but is not yet optimal, particularly in
terms of licensing, supervision, enforcement, and guidance. Violations such as
unauthorized advertising and inappropriate locations are still found. Furthermore,
the level of legal awareness among advertising businesses remains relatively low,
resulting in a lack of compliance with applicable regulations. 2) From a figh siyasah
perspective, this condition indicates that policy implementation does not fully
reflect the principles of public interest (maslahah), justice (‘adl), and trustworthiness
in governance. The government, as the ulil amri (the authority in charge), should be
able to firmly enforce regulations and provide ongoing guidance to the community.
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